








KEDUDUKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERKARA PIDANA RESIDIVIS HUBUNGANNYA DENGAN PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA




Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu katalisator pengembangan hukum di Indonesia. Oleh karena itu pembaharuan tersebut harus masuk dalam segala sektor hukum termasuk didalamnya pengaturan mengenai residivis yang dinilai pada saat ini pengaturannya masih belum optimal. Hal tersebut dilatarbekanagi oleh banyaknya residivis yang melakukan kejahatan kembali. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana kedudukan sanksi pidana tambahan dalam perkara pidana residivis dalam kerangka pembaharuan hukum pidana serta bagaimana langkah pembaharuan hukum pidana dalam penanganan residivis dengan penerapan sanksi pidana tambahan
Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangn hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan,  Penelitian Kepustakaan. Analisis  Data  adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian  Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung 
Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah  kedudukan sanksi pidana tambahan dalam perkara pidana residivis dalam kerangka pembaharuan hukum pidana adalah pemberatan hukuman diharapkan memberi efek prevensi khusus kepada para terpidana atau mantan terpidana, yakni agar takut melakukan pengulangan tindak pidana, karena akan berimplikasi pada pemberatan hukuman. Langkah pembaharuan hukum pidana dalam penanganan residivis dengan penerapan sanksi pidana tambahan dengan mangacu pada RUU Hukum Pidana, apapun jenis tindak pidananya, dalam jangka waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, masih menjalani pidana sebelumnya, adalah dengan penambahan 1/3 dari maksimum ancaman pidana






	Criminal law reform is a catalyst for the development of law in Indonesia. Therefore, the reform must be included in all legal sectors, including the regulation regarding recidivist which is currently considered not optimal. This is motivated by the number of recidivists who commit crimes again. Identification of the problem carried out is how the position of additional criminal sanctions in recidivist criminal cases within the framework of criminal law reform and how the steps of criminal law reform in handling recidivists with the application of additional criminal sanctions
	The research method that the researcher did was descriptive analytical. The method of normative juridical approach, namely legal research that prioritizes how to examine secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. Data collection technique is a literature study, namely by searching and collecting and reviewing legislation, research draft laws, scientific journals. Data collection tools are library research, library research. Data analysis is juridical based on legal principles and legal norms starting from existing regulations as positive law. Qualitative means that the research conducted provides a systematic description related to the object of research in the form of a description. Research Locations, Library of the Faculty of Law, Pasundan University, Bandung, Library, Postgraduate Faculty, Pasundan University, Bandung Universitas
	The conclusion obtained in this study is that the position of additional criminal sanctions in recidivist criminal cases within the framework of criminal law reform is that the weighting of penalties is expected to have a special preventive effect on convicts or former convicts, namely to be afraid of repeating criminal acts, because it will have implications for the weighting of sentences. Steps to reform criminal law in handling recidivists by applying additional criminal sanctions by referring to the Criminal Law Bill, regardless of the type of crime, within a period of 5 years after serving all or part of the principal sentence imposed or the principal sentence imposed has been abolished, or at the time of committing the crime. Crime, still serving the previous sentence, is with the addition of 1/3 of the maximum criminal penalty
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